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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 /PMK.02/2022
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERLAKU PADA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu
tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang
berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak,

dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan
Keuangan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap pengelolaan keuangan

dengan mengikuti mekanisme keuangan negara,;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak  Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku

pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

| Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6141);

| 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
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https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/70c5de14-b7c8-49ff-8b59-dc65ecf0201e/17TAHUN2003UU.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f0bbe69c-532a-43f7-8174-3be005556162/69TAHUN2020PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/37a39094-ef35-4c1e-9b00-82725e6c5e6b/18TAHUN2017UU.pdf

Menetapkan

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021

tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi

Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERLAKU PADA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya  disingkat BP2MI adalah lembaga
Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
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https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a659847a-95b2-40b0-9da4-6972f9a151b1/118~PMK.010~2021Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9b0d8531-a43f-429c-bae0-2a95d03be71d/113~PMK.02~2021Per.pdf

3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat
PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,
sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan

menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 2

Jenis PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan
penempatan PMI yang berlaku pada BP2MI diperoleh dari
penerimaan yang diterima oleh BP2MI dari pihak asing atas

pelayanan penempatan PMI.

Pasal 3

(1) Tarif pelayanan penempatan PMI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan
kontrak kerja sama atau dokumen lainnya yang

dipersamakan.

(2) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak

kerja sama atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 4

Seluruh PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan
penempatan PMI yang berlaku pada BP2MI wajib disetor ke

kas negara.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 199

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

BN/

RIANSYAH M
NIP 0213.199703 1 001
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